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Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- Undang-undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.05/2018 tentang

Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2023 tentang

Penetapan Universitas Trunojoyo Madura Dan Universitas Cenderawasih Pada

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Sebagai Instansi

Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Permenristekdikti Nomor 35 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas

Trunojoyo Madura.

- Memahami sistem keuangan negara

- Memahami sistem kepegawaian

- Mampu bekerja sama dalam tim

- Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
- Memahami fungsi dan tugas unit kerja

. Mampu bekerja dengan teknologi informasi

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

- Komputer

Printer
ATK

Jaringan internet
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Pencatatan dan pendataan




- Dicatat dalam berkas kearsipan masing-masing unit kerja secara elektronik

Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan
dan/atau manual

ditetapkan;
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun

output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh
pelaksana.




